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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Indonesia adalah Negara Kepulauan yang memiliki potensi sumber 

daya alam khususnya di bidang perikanan yang perlu mendapat perhatian. 

Hal ini disebabkan karena luas perairan laut Indonesia menurut konsepsi 

Negara Kepulauan dalam United Nations on the Law of The Sea 

(UNCLOS)
1
 1982, yaitu 5,8 juta km

2
 yang seluas 3,1 juta km

2 
perairan dan 

2,7 juta km
2
 perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

2
 

Keberadaan potensi dimiliki oleh Indonesia di bidang kelautan, potensi 

yang dapat menjadi peluang untuk memajukan perekonomian Indonesia di 

masa depan. Indonesia yang mempunyai kawasan perairan yang cukup 

melimpah sumber daya perikanan, situasi ini sangat berdampak pada resiko 

terjadinya penangkapan ikan secara Illegal, karena hasil penangkapan ikan 

kapal asing maupun kapal lokal milik nelayan Indonesia yang tidak 

dilaporkan. Penangkapan ikan yang dimaksud tersebut disebutkan sebagai 

perbuatan yang termasuk dikategorikan kejahatan internasional. Hal ini 

sangat merugikan untuk bangsa Indonesia. Sehubungan dengan hal itu 

diadakan kesepakatan untuk memerangi dan mengatasi penangkapan ikan 

secara Illegal dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia bersama dengan 21 

negara yang bergabung dalam Asia-Pasific Economic Development 

                                                           
1
 Selanjutnya disebut UNCLOS 1982  

 2
 https://okilukito.wordpress.com/2007/11/05/negara-maritim-tanpa-ocean-policy/  

 diakses tanggal 8 Mei 2017 Pukul 21.40 Wib. 
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(APEC)
3
. Kesepakatan tersebut tercantum dalam Deklarasi Paracas yang 

merupakan hasil dari Pertemuan Menteri Kelautan APEC di Paracas, Peru.
4
 

Penangkapan ikan secara illegal, yang tidak dilaporkan dan tidak 

diatur ini di dalam Food and Agriculture Organization of the United Nation 

(FAO)
5
 disebut dengan istilah Illegal, Unreported, Unreulated (IUU)

6
 

Fishing merupakan istilah yang merujuk kepada kegiatan penangkapan ikan 

yang tidak sah atau melawan hukum serta dapat merugikan Negara.
7
 Dalam 

istilah ini juga diartikan penangkapan ikan yang tidak memiliki izin. 

Berdasarkan dokumen (The code of Conduct) “International Plan 

of Action to Prevent, Deter and Eliminate IUU Fishing” (IPOA-IUU 

Fishing) tahun 2002, yang dimaksud kegiatan Illegal Fishing adalah
8
 : 

1. Kegiatan penangkapan ikan tersebut dilakukan tanpa izin, 

bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan 

oleh seseorang atau kapal asing dari negara yang memiliki 

kewenangan atau yurisdiksi dalam suatu wilayah perairan. 

2. Penangkapan ikan tersebut dilakukan oleh kapal yang 

mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota dari satu 

organisasi pengelolaan perikanan regional, tetapi melanggar 

pengaturan mengenai pengelolaan dan konservasi sumber daya 

yang diadopsi oleh organisasi tersebut, karena ketentuan tersebut 

                                                           
                

3
 Selanjutnya disebut APEC. 

  
4
 http://akmapesa.lk.ipb.ac.id/fao-illegal-fishing-menjadi-masalah-banyak-negara/ 

 diakses tanggal 8 Mei 2017  Pukul 21.57 Wib. 
5
 Selanjutnya disebut FAO 

6
 Selanjutnya disebut dengan IUU Fishing. 

7
 Berdasarkan dokumen IPOA-IUU Fishing, Rome: 2001, hlm. 2 

 8
 Ibid, 2002, hlm. 5 



14 
 

sudah mengikat bagi negara-negara yang menjadi anggota, 

ataupun bertentangan dengan hukum internasional lainnya yang 

relevan;  

3. Kegiatan yang melanggar hukum nasional atau kewajiban 

internasional, termasuk juga kewajiban Negara-negara anggota 

organisasi pengelolaan perikanan regional terhadap organisasi 

tersebut dalam penangkapan ikan;  

4. Pencurian ikan oleh kapal penangkap ikan berbendera asing paling 

umum terjadi di wilayah perairan dan kawasan perikanan Republik 

Indonesia adalah Kegiatan penangkapan ikan yang melanggar 

hukum. 

Adapun dari jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan oleh kapal 

penangkap ikan berbendera Indonesia, antara lain
9
 : 

1. Tidak ada kelengkapan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari 

Kapal penangkap ikan yang dioperasikan;  

2. Tidak ada kelengkapan Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan 

(SIKPI) oleh Kapal pengangkut ikan yang beroperasi di wilayah 

perairan dan kawasan perikanan Indonesia; 

3. Ada perbedaan antara Jalur dan daerah penangkapan dari yang 

termasuk di dalam izin;  

                                                           
  

9
 https://dkp.bantenprov.go.id/channel/jenis-pelanggaranppid.html, diakses  9 Mei 

2017 Pukul 19.20 Wib. 



15 
 

4. Penggunaan alat penangkapan ikan yang berbahaya atau alat 

penangkapan ikan yang dilarang bagi ekosistem di kawasan 

perairan dan kawasan perikanan Indonesia; 

5. Adanya ditemukan pemalsuan surat izin penangkapan ikan;  

6. Manipulasi atau adanya kecurangan berkaitan dengan dokumen 

kapal, antara lain ukuran, lokasi dari pembuatan kapal, dan 

dokumen kepemilikan kapal;  

7. Terdapat perbedaan antara nama kapal, ukuran kapal dan/atau 

merek, nomor seri, dan daya mesin dengan yang ada di dalam izin;  

8. Jenis, ukuran dan jumlah alat tangkap dan/atau alat bantu 

penangkapan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam izin;  

9. Kapal beroperasi tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) artinya 

tanpa adanya jaminan keselamatan pelayaran dari negara yang 

bersangkutan;  

10. Tidak memasang atau tidak mengaktifkan alat pemantauan kapal 

penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang ditentukan 

(antara lain transmitter VMS);  

11. Kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan melakukan 

bongkar muat di tengah laut tanpa izin;  

12. Kapal penangkap ikan mengangkut hasil tangkapan langsung ke 

luar negeri tanpa adanya pelaporan ke pelabuhan yang ditentukan;  

13. Kapal penangkap ikan maupun kapal pengangkut ikan berbendera 

Indonesia menangkap dan mengangkut ikan tanpa izin dari negara 
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lain di wilayah hukum negara yang bersangkutan dan juga tanpa 

persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia. 

Semua pelanggaran yang disebutkan diatas merupakan termasuk 

dalam syarat-syarat dan ketentuan kapal yang harus dilaksanakan untuk 

memulai usaha penangkapan ikan secara sah menurut hukum yang berlaku 

di Indonesia. 

Disamping itu, kegiatan perikanan secara illegal juga terdapat 

pengertian dalam kategori penangkapan ikan tidak dilaporkan (Unreported 

Fishing) sebagai berikut
10

 : 

1. Kegiatan di bidang perikanan yang tidak dilaporkan atau 

dilaporkan secara tidak benar, kepada otoritas nasional yang 

berwenang sehingga, bertentangan dengan hukum dan peraturan 

perundang-undangan;  

2. Kegiatan di bidang perikanan yang dilakukan di area kompetensi 

Regional Fisheries Management Organizations (RFMO) yang 

belum dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar, yang 

melanggar prosedur pelaporan dari organisasi tersebut. 

Disamping itu juga ada kegiatan perikanan yang dalam dokumen 

(FAO) Technical Guidelines For Responsible Fisheries disebut dengan 

kegiatan Perikanan Tidak Diatur (Unregulated Fishing), kegiatan itu 

adalah
11

 :  

                                                           
 

10
 Op.Cit. hlm 3 

 
11

 Loc.Cit. 
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1. Kapal tanpa kebangsaan, atau oleh kapal yang mengibarkan 

bendera suatu negara atau oleh perusahaan perikanan yang tidak 

menjadi anggota dari organisasi RFMO (Regional Fisheries 

Management Organizations)
12

 yang relevan melakukan kegiatan 

perikanan dengan melalui cara-cara yang bertentangan dengan 

pengaturan konservasi dan pengelolaan organisasi tersebut;  

2. Kegiatan dalam bidang perikanan yang dilakukan di wilayah 

perairan melalui cara yang bertentangan dengan tanggung jawab 

negara untuk melakukan konservasi dan pengelolaan sumber daya 

alam hayati laut sesuai dengan ketentuan hukum internasional 

demi terus mengambil ketersediaan ikan dilaut dikarenakan belum 

ada pengaturan konservasi dan pengelolaan yang dapat diterapkan. 

Dari kedua kelompok yang disebutkan mengenai Unregulated 

Fishing atau yang dapat diartikan juga merupakan kegiatan sport fishing. 

suatu kegiatan perikanan yang tidak diatur di Indonesia.
13

 

Sehubungan dengan ketentuan IPOA-IUU Fishing, Indonesia 

memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur IUU Fishing yaitu 

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004
14

 jo. Undang-Undang Nomor 45 

Tahun 2009 tentang Perikanan sebagaimana dalam pasal 8 menyebutkan 

bahwa :  

                                                           
 

12
 Selanjutnya Disebut RFMO 

13
 Lampiran I dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

50/KEPMEN/2012 tentang ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED FISHING. TAHUN 
2012-2016. hlm. 17 

14
 Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5073. 
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“Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau 

pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan 

biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan 

yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian 

sumber daya ikan dan atau/lingkungannya di wilayah pengelolaan 

perikanan Republik Indonesia” 

Disamping itu, Indonesia memiliki posisi geografis untuk 

penggunaan jalur perdagangan dalam pelayan internasional yang sangat 

strategis dimanfaatkan oleh Negara-negara yang berkepentingan sehingga 

Indonesia memiliki 4 posisi strategis
15

 dalam jalur perdagangan.
16

 Sehingga 

membuka peluang untuk terjadinya kegiatan Illegal, Unreported, and 

Unregulated (IUU) Fishing terjadi di perairan Indonesia. 

Kalau diperhatikan wilayah perairan Indonesia lebih dari 

5,887,879 km, tidak sebanding dengan nilai ekspor sub-sector perikanan 

sebesar US$ 33,6 juta tahun 2015.
17

 Walaupun naik sebesar 8,12 % pada 

periode tahun 2016-2017
18

 akan tetapi, dampak dari Illegal Fishing adalah 

berkurangnya aset sumber kekayaan laut juga terhadap kemiskinan pada 

para nelayan. Hal ini diperkuat dengan Data BPS (Badan Pusat Statistik) 

bahwa dari 34 Provinsi di wilayah pesisir laut Indonesia, banyaknya 

masyarakat desa (sebagian besar sebagai nelayan) yang dikategorikan tidak 

mampu dalam perekonomian berdasarkan pada desa di tepi laut sebanyak 

                                                           
  15

.1. Indonesia sebagai strategic junction pelayaran internasional  2. Indonesia 

sebagai strategic fishing ground  3.Indonesia sebagai strategic potential bussines  4. 

Indonesia sebagai strategic key partner bagi negara-negara besar. 

 
16

 Tanty S Reinhart Thamrin, http://www.academia.edu/13120162/ diakses 11 Mei 

2017. 
17

 Pusat Data, Statistik, dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, tahun 

2015 
18

.http://kkp.go.id/artikel/1337-nilai-ekspor-perikanan-indonesia-naik-8-12-persen 

diakses 22 Juli 2018. 
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7.040 desa.
19

 Oleh sebab itulah penelitian ini untuk menemukan upaya yang 

dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas tindakan pelaku IUU 

Fishing di Indonesia. Sehubungan dengan hal diatas maka penulis memilih 

Judul Skripsi yang membahas tentang IMPLEMENTASI KONVENSI 

HUKUM LAUT 1982 TENTANG ILLEGAL, UNREPORTED, 

UNREGULATED FISHING DI INDONESIA. 

  

                                                           
19

 Badan Pusat Statistik Indonesia, Statistik Sumber daya laut dan pesisir tahun 

2016-2017. 
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B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan sebelumnya dalam latar  

belakang maka persoalan yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana Penerapan Konvensi Hukum Laut 1982 mengenai IUU 

Fishing di Indonesia. 

2. Bagaimana Penegakan Hukum oleh Pemerintah Indonesia 

berkaitan dengan terjadinya IUU Fishing di Wilayah Laut 

Indonesia. 

C.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memenuhi tujuan yang ingin 

dicapai yaitu : 

1. Untuk mengetahui Penerapan Konvensi Hukum Laut 1892 oleh 

pemerintah Indonesia mengenai IUU Fishing dan mengetahui 

bagaimana pengaruhnya. 

2. Untuk mengetahui upaya Penegakan Hukum oleh pemerintah 

Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 terhadap 

Praktik IUU Fishing yang terjadi di Indonesia. 
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D.  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini sangat diharapkan memberikan manfaat bagi 

keilmuan baik secara teoritis maupun secara normatif : 

1. Secara Teoritis 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

khususnya bidang ilmu hukum laut, dan menjadi sumbangsih pemikiran 

penulis terhadap isu kedaulatan wilayah perairan untuk memanfaatkan 

sebesar-besarnya kekayaan hasil laut Indonesia bagi para nelayan lokal. 

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber yang digunakan 

untuk membangun konsep teoritis dalam penelitian selanjutnya yang 

berkaitan dengan implementasi ketentuan hukum IUU Fishing di Indonesia. 

2. Secara Praktis 

Penelitian dibuat dengan harapan dapat digunakan untuk 

referensi dalam perancangan peraturan perundang-undang yang lebih baik 

dan diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumber kajian 

mengenai bidang hukum laut yang berkaitan implementasi ketentuan hukum 

IUU Fishing di Indonesia. 
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E.  Kerangka Konseptual 

Agar dapat menganalisis permasalahan dalam Implementasi 

Konvensi Hukum Laut 1982 mengenai IUU Fishing di Indonesia, penulis 

menggunakan beberapa konsep dalam hukum internasional yang perlu 

diketahui terlebih dahulu, yaitu seperti : 1) Konvensi Hukum Laut 1982 

(UNCLOS 1982); 2) Ratifikasi; 3) Konsep Negara Kepulauan. Maksud dari 

istilah-istilah tersebut sebagaimana dijelaskan berikut ini : 

1. Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) 

UNCLOS 1982 adalah singkatan dari United Nations 

Convention on the Law of the Sea 1982. Seperti yang ditulis dalam 

„Preamble”. Latar belakang terbentuknya konvensi ini merupakan keinginan 

para negara peserta konvensi dalam penyelesaian masalah-masalah 

berkaitan dengan hukum laut sebagai bentuk saling pengertian dan 

kerjasama antar negara, kemudian tujuan yang ingin dicapai oleh konvensi 

ini juga tercantum dalam “Preamble” konvensi ini.
20

 Di dalam konvensi ini 

pengaturan bertalian dengan permasalahan IUU Fishing di Indonesia  diatur 

pada Bab II mengenai hak kedaulatan yang diberikan kepada suatu negara 

untuk menentukan lebar laut teritorial yang dimiliki serta hak-hak lain yang 

bertalian. Sehingga kegiatan IUU Fishing yang terjadi haruslah berada 

dalam wilayah kedaulatan Indonesia.
21
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 “Preamble” UNCLOS 1982. 
21

 Pasal 2 dan Pasal 3, BAB II - UNCLOS 1982. 
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Selanjutnya juga diatur di dalam BAB IV bertalian dengan 

Negara-negara Kepulauan (Archipelagic States), BAB V bertalian dengan 

Zona Ekonomi Eksklusif, BAB VIII tentang Rezim Pulau (Regime of 

Islands), BAB XI bertalian dengan Kawasan (The Area) dan BAB XII 

tentang Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut.
22

 

Pengaturan di dalam UNCLOS 1982 yang tercantum dalam Bab-

bab yang disebutkan diatas, menurut penulis merupakan salah satu 

pengaturan dari instrumen hukum internasional berhubungan dengan 

permasalahan implementasi peraturan-peraturan hukum IUU Fishing di 

wilayah perairan Indonesia.  

2. Ratifikasi 

Agar penerapan peraturan-peraturan internasional dalam 

konvensi internasional dapat di implementasikan, Indonesia sebagai negara 

yang ikut meratifikasi konvensi perlu melakukan pengesahan mengenai 

konvensi internasional yang dimaksud ke dalam hukum nasional suatu 

negara, contohnya adalah Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 telah 

terdapat di-dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan secara 

hukum mengikatkan diri terhadap isi aturan dari Konvensi Hukum Laut 

Internasional (UNCLOS) 1982 tersebut sehingga Indonesia melalui Undang-

undang Nomor 17 Tahun 1985,
23

 secara sah menyatakan ikut serta untuk 

menjalankan dengan baik aturan dalam UNCLOS 1982 ke dalam hukum 

                                                           
22

 UNCLOS 1982 (dalam terjemahannya terdapat dalam (hlm. 4-13), (hlm. 17-

21), (hlm. 46-78). 
23

 Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3319 
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nasional karena Undang-undang tersebut menjadikan Konvensi Hukum 

Laut Internasional atau UNCLOS 1982 berlaku bagi Indonesia. Proses untuk 

melaksanakan ratifikasi terhadap suatu konvensi internasional tidak diatur 

secara substansial di dalam Konvensi Wina 1969 tentang hukum perjanjian 

internasional, akan tetapi untuk mengikatkan diri, Indonesia terhadap 

perjanjian internasional dilaksanakan dengan cara-cara ratifikasi yang 

terdapat di dalam Pasal 14 ayat 1 Konvensi Wina 1969.
24

 

3. Konsep Negara Kepulauan 

Konsepsi Negara Kepulauan pertama kali tercetus dalam 

Deklarasi Djuanda pada tahun 1957 yaitu dinyatakan bahwa
25

 : 

“Segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan 

pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan 

Negara Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau 

lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar dari pada wilayah 

daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian 

merupakan bagian dari perairan nasional yang berada di bawah 

kedaulatan mutlak dari Negara Republik Indonesia, lalu lintas 

damai di perairan pedalaman ini bagi kapal asing terjamin 

selama dan sekadar tidak bertentangan dengan kedaulatan dan 

keselamatan Negara Indonesia. Penentuan batas laut teritorial 

yang lebarnya 12 mil yang diukur dari garis-garis yang 

menghubungkan titik-titik terluar pada pulau-pulau Negara 

Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang-undang”. 

Konsep Negara Kepulauan biasa juga disebut dengan Wawasan 

Nusantara atau Konsepsi Nusantara ini bertujuan menjamin berbagai 

kepentingan nasional dan kedaulatan wilayah Indonesia.
26

 Dalam ketentuan 

UNCLOS 1982, Negara Kepulauan diartikan suatu negara yang seluruhnya 

                                                           
24

 Karmila Hippy, Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia, Jurnal 

Lex Administratum, Vol. 1 Tahun 2013, hlm. 100 
25

 Boer Mauna, Hukum Internasional; Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam 

Era Dinamika Global, Edisi Ke 2, 2015: PT. Alumni. hlm. 381  
26

  Loc.Cit. 
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terdiri satu maupun lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain; 

dan “kepulauan” ialah suatu gugusan pulau, bagian pulau, perairan 

diantaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama 

lainnya demikian eratnya sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud 

alamiahnya itu merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi dan politik 

yang hakiki, yang secara historis dianggap sebagai demikian tersebut.
27

 

Kemudian dalam peraturan perundang-undangan nasional, 

pengaturan negara kepulauan sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 6 

Tahun 1996 tentang perairan Indonesia, Negara Republik Indonesia 

merupakan Negara Kepulauan.
28

 Hal ini didukung dengan pengaturan yang 

terdapat dalam Pasal 3 ayat 3 bahwa
29

 Perairan Kepulauan Indonesia adalah 

semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan 

tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai. Garis pangkal 

lurus kepulauan adalah garis-garis lurus yang menghubungkan titik terluar 

pada garis air rendah pulau-pulau dan karang-karang kering terluar dari 

kepulauan Indonesia.
30

 Menurut penulis maksud dari Pasal 3 ayat 3 diatas 

adalah wilayah perairan Indonesia ditetapkan dengan cara menarik garis 

pangkal lurus antara titik terluar satu wilayah pulau Indonesia dengan satu 

wilayah pulau lainnya.  

Konsep negara kepulauan kaitannya dengan implementasi 

UNCLOS 1982 di Indonesia mengenai masalah IUU Fishing, menurut 

                                                           
27

 UNCLOS 1982, Bab IV: Archipelagic States, Pasal/Article 46 
28

 Tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996. 
29

 Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI 

Nomor 3647 
30

 Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996. 
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penulis, seringkali yang terjadi di wilayah perairan laut Indonesia ialah 

mengenai pelaksanaan pengaturan negara kepulauan. Seperti telah 

dijelaskan sebelumnya bahwa Indonesia telah menyatakan diri sebagai 

sebuah negara dengan wilayah perairan laut dengan menganut konsep 

negara kepulauan sehingga mengakibatkan peraturan yang diatur tentang 

IUU Fishing di wilayah perairan laut Indonesia dapat berpedoman dengan 

konsep negara kepulauan dalam pengaturan UNCLOS 1982. 

F.  Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Metode Penelitian yang sejalan dengan Judul Penelitian ini 

adalah normatif, artinya penelitian ini berfokus kepada pendekatan 

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan IUU Fishing di 

Indonesia yaitu berkaitan dengan penerapan hukum melalui pencarian 

peraturan yang sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan baik itu 

Peraturan Internasional maupun Peraturan Nasional yang dimiliki oleh 

Indonesia. Disamping itu, Penelitian yuridis ini melakukan penelitian 

terhadap implementasi hukum, artinya penelitian yang membahas 

bagaimana penerapan dan penegakan hukum di bidang kehidupan yang 

diatur.
31

 Oleh karena hal tersebut maka, metode penelitian normatif  yang 

dipilih untuk dijadikan metode dalam penelitian ini. 

  

                                                           
 31

 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 20 
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2. Pendekatan Permasalahan 

Penelitian hukum normatif yang menjadi metode penelitian 

hukum ini menggunakan peraturan perundang-undangan (statute approach). 

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan 

menganalisa semua peraturan perundang-undangan yang berlaku berasal 

dari konvensi internasional maupun Undang-undang yang berlaku  di 

Indonesia dan pengaturan yang berhubungan dengan permasalahan hukum 

yang sedang diteliti
32

 berkaitan dengan permasalahan mengenai IUU 

Fishing di Indonesia. 

3. Bahan Penelitian 

a. Bahan Hukum Primer yaitu Undang-Undang Dasar 1945; 

Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982, Code of Conduct 

for Responsile Fisheries 1995, “International Plan of Action 

to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and 

Unregulated Fishing 2001”, “Regional Plans of Action to 

Promote Responsible Fishing Practices Including Combating 

IUU Fishing in the Southeast Asian Region” dan Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 

45 Tahun 2009 tentang Perikanan. 

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang 

berhubungan dengan bahan hukum primer yang diantaranya 

adalah buku hasil karya para ahli, hasil-hasil penelitian 

                                                           
 32

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, 

Jakarta, 2011, hlm 24. 
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(jurnal), berbagai hasil seminar atau kegiatan ilmiah lainnya 

yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas 

dalam penelitian ini. 

c. Bahan Hukum tersier merupakan bahan informasi hukum 

yang baik yang terdokumentasi maupun tersaji melalui media 

dan Kamus Hukum. 

4. Metode Pengumpulan Bahan Penelitian 

Bahan penelitian didapat melalui cara pengumpulan data dari 

studi kepustakaan dan juga bahan hukum tertulis, yaitu mengumpulkan 

bahan penelitian yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan, baik 

berasal dari Peraturan Internasional maupun Peraturan Nasional dan buku-

buku karangan para ahli hukum, jurnal hukum internasional dan nasional, 

artikel hukum yang berhubungan dengan Illegal, Unreported, Unregulated 

Fishing. Bahan tersebut didapat dari perpustakaan Fakultas Hukum 

Universitas Sriwijaya serta berbagai website resmi yang kemudian akan 

dianalisa. Lalu, bahan penelitian tersebut diedit terlebih dahulu agar 

pembahasan yang tidak berhubungan dengan penelitian tidak tercampur ke 

dalam pembahasan. Editing adalah Proses atau Prosedur penelitian kembali 

terhadap catatan berkas-berkas informasi yang dikumpulkan oleh para 

pencari data.
33
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 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: 

Rajawali Pers, 2010, hlm. 168 



29 
 

5. Metode Analisis Bahan Penelitian 

Teknik analisis dengan cara pengumpulan bahan penelitian 

menggunakan data primer dan sekunder dengan dilengkapi data tersier atau 

disebut juga dengan pendekatan kuantitatif, kemudian diolah dengan 

menganalisis bahan-bahan penelitian hasil dari pendekatan yang bersifat 

deskriptif analitis terhadap perolehan data dan bahan pustaka melalui 

penelusuran peraturan perundang-undangan, menganalisis literatur yang ada 

artinya bagaimana pelaksanaan hukumnya berhubungan dengan subjek 

penelitian. 

6. Penarikan Kesimpulan 

Pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan pendekatan deduktif.  Pendekatan deduktif merupakan 

pemikiran yang diawali dengan menuliskan masalah-masalah yang bersifat 

umum, kemudian merumuskan kesimpulan yang bersifat khusus
34

 

  

                                                           
34 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian 

Gabungan, edisi pertama. Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 17-18. 
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